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ABSTRAK

Putusan Nomor 072-073/PUU-1I/2004 secara tidak langsung telah
menafsirkan bahwa pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari pemilihan umum
merupakan kebijakan terbuka bagi pembuat undang-undang (opened legal policy).
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 menyatakan
bahwa Mahkamah Konstitusi tidak lagi berwenang mengadili perkara hasil
pemilihan kepala daerah. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa; dalam
memahami Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, harus kembali kepada makna teks atau Original Intent. Tiga hakim
konstitusi memberikan pendapat berbeda atau dissenting opinion yang
menggolongkan pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat adalah rezim
pemilihan umum sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang untuk
menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Putusan Mahkamah
Konsstitusi tersebut memberi ruang perdebatan khususnya ketika terjadi
perbedaan penafsiran dalam isu konstitusional sejenis yang pernah diputus
sebelumnya. Mengenai lembaga yang akan menyelesaiakan perselisihan hasil
kepala daerah putusan ini memberikan opened legal policy kepada pembentuk
undang-undang. Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menghendaki
adanya suatu peradilan khusus untuk menyelesaiakan perselisihan hasil pemilihan
kepala daerah. Peneltian ini dilakukan dengan mengunakan metode penelitian
hukum normatif, melalui studi kepustakaan, dan membandingkan perundang-
undangan yang berlaku dengan permasalahan yang terkait, serta memperhatikan
praktik yang terjadi sebagai sebuah kajian terhadap sejarah hukum. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini peradilan khusus yang dikehendaki
oleh ketentuan pasal tersebut belum juga terbentuk sehingga tulisan ini akan
mengkaji lembaaga yang akan menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah
yang sesuai dengan pilihan hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 97/PUU-X1/2013 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia serta Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-X1/2013.
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